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GUBBRNUR BBNGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal ll
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan

Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024;

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia;

2. Undalg-Undalg Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,

Tambahu1 Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2828) ;

Undmrg-Undulg Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negma (lembaran Negara Republik

Indonesia TaIlun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaru1 Negara Republik Indonesia

Nomor4286) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 202 1 tentang Harmonisasi Peraturan

3.
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Perpajakan ( l£mbar Negara Republik Indonesia

Tahun 202 1 Nomor 246, Tambahan l£mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Nomor 4355); sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 202 1 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan ( Lembar Negara Repubbk Indonesia

Tahun 202 1 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negua Republik Indonesia Nomor 6736) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembman Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 442 10) ;

Undurg-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuulgan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (l£mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438) ;

4.

5.

6.

7 Undang-Undmlg Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembmu1 Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagdmana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undmlg Nomor 6 tahun 2023 tentang

Penetnpan Peraturan Pemerintah Penganti

Undang-Undmlg Nomor 2 Tahun 2023 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor

4 IJ Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 686) ;
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Laymlu1

Umum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor

74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan !nformasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan l£mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (l£mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

73, Tambahan l£mbaran Negara Republik

Indonesia nomor 604 1 ) ;
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018

tentang Pelaksanaan Tugas dm1 Wewenang

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatlun 2018

Nomor 109, Tambahan Lembaru1 Negara

Republik Indonesia Nomor 6224);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

42) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6847) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun

2023 Nomor IOO, Tambahan l£mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6883) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman

telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun

2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 %hun

20 17 tentang Pengelompokan

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan

Kemampuan
dan

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1067) ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun

202 1 tentang tentang Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan

Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 525) ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 799);

Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
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Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi

Bengkulu.

3. Gubernur adalah Gubenur Bengkulu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Bengkulu.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah

6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan

sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah

dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD .

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula
sebesar Rp 3.122.045.218.243 bertambah sebesar Rp 68.762.014.221
sehingga menjadi Rp 3.190.807.232.464, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp 3.058.045.2 18.243

Rp 63.814.257.157

Rp 3.121.859.475.400
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2. Belanja Daerah
a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja daerah setelah perubahan

Rp 3. 122.045.218.243

Rp 68.762.014.22 1

Rp 3. 190.807.232.464

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) b
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semuh Rp

2) Bertambah/(berkurang) @

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan M

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp

65.000.000.000

3.947.757.064

68.947.757.064

1.000.000.000

D

( 1.000.000.000)
68.947.757.064

0

Pasa1 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri
dari

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis,

Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,

dan Pembiayaan

2. lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;
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3. Lampiran III Daftar Nmna Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Dafm Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V IUnch Dula Otonomi Khusus Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegjatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

6. Lampiran Vl Rincian DBH-SDA Pertambangan Min)'ak Bumi dan

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak
dan Gas Bumi Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

Pasal 4

Inmpiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam

peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.
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Pasal 6

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pa(ia tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal ll Oktober 2024

PIt. GUBERNUR BENGKULU

Ttd,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal ll Oktober 2024

SEKRHIARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

Ttd

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 28

SaliIran sesuai dengan aslinya
K.nPALA BIRO HUKUM,

S.H., M.H
®nbina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005

https://jdih.bengkuluprov.go.id

https://jdih.bengkuluprov.go.id

